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ABSTRAK 

ABD GAFUR, 2120419310005, 2023, “Implementasi Kebijakan Penyusunan 
Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA Satker Kementerian 
Negara/Lembaga Lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi 
Kalimantan Selatan”. Tesis. Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik 
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Di bawah Bimbingan Tomi 
Oktavianor. 

Pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat berjalan apabila didukung dengan 
pendanaan yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki sistem 
adminsitrasi keuangan negara yang baik agar mampu mengelola sumber-sumber 
penerimaan maupun pengeluaran penggunaannya melalui pengelolaan kas negara 
yang akuntabel dengan kebijakan perencanaan kas. Rencana Penarikan Dana (RPD) 
satker kementerian negara/lembaga pada halaman III DIPA merupakan salah satu 
sumber data dalam menyusun perencanaan kas. Namun dalam perjalanannya, 
hingga saat ini RPD yang disusun satker masih banyak yang tidak akurat sehingga 
pelaksanaan perencanaan kas belum berjalan efektif.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan RPD pada 
halaman III DIPA satker K/L lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan 
serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah 
penelitian deskriptif kualitatif dengan instrumen wawancara, forum group 
discussion (FGD) dan studi dokumentasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan RPD belum berjalan efektif baik 
pada aspek pemahaman regulasi kebijakan, aspek pelaksanaan kebijakan maupun 
aspek pemanfaatan kebijakan. Pada aspek pemahaman regulasi kebijakan, 
komunikasi antar lembaga telah berjalan dengan baik, namun dalam hal 
pendayagunaan struktur birokrasi, belum adanya Standar Operasional Prosedur 
(SOP) menyebabkan mekanisme penyusunan RPD di tingkat satker cukup 
beragam. Sementara pada aspek pelaksanaan kebijakan menemui sejumlah 
hambatan antara lain: komunikasi internal yang belum merata sampai ke level 
pelaksana kegiatan, koordinasi yang belum efektif, kompetensi SDM yang terbatas, 
RPD belum menjadi perhatian utama pimpinan disebabkan belum adanya reward 
dan punishment. Terakhir pada aspek pemanfaatan kebijakan, RPD pada halaman 
III DIPA belum dimanfaatkan sebagai data pengelolaan likuiditas pemerintah, 
namun demikian, RPD telah dimanfaatkan sebagai alat kendali penyerapan 
anggaran serta bahan evaluasi rencana pelaksanaan kegiatan bagi satker.  

Sedangkan faktor pendorong implementasi antara lain: adanya komitmen pimpinan 
dan sikap positif satker serta dukungan eselon I satker K/L melalui monitoring dan 
evaluasi secara berkala. Disisi lain, faktor penghambat implementasi antara lain: 
keterbatasan dukungan anggaran pembinaan pada Kanwil DJPb Provinsi 
Kalimantan Selatan, kompetensi SDM satker yang terbatas dan belum merata, 
belum adanya SOP serta reward dan punishment, pengaruh faktor eksternal diluar 
kendali satker seperti pelaksanaan kegiatan yang dinamis dan kebijakan di tingkat 
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pusat seperti blokir anggaran, penundaan pencairan dana, keterlambatan petunjuk 
teknis serta kebijakan TKDN. 

 

Kata Kunci: Rencana Penarikan Dana; Halaman III DIPA, Perencanaan Kas 
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ABSTRACT 

ABD GAFUR, 2120419310005, 2023, "Implementation of the Policy for Making 
the Cash Withdrawal Plan on Page III of DIPA of Spending Units of State 
Ministries/Institutions Within Scope of the Directorate General of Treasury 
Regional Office of South Kalimantan Province". Thesis. Master of Public 
Administration Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University 
Banjarmasin. Under the Guidance of Tomi Oktavianor. 

Keywords: Implementation of Cash Withdrawal Plan Policy; Cash Withdrawal 
Plan; Page III of DIPA 

 

Sustainable development can only run if it is supported by sufficient funding. 
Therefore, the government must have a good state financial administration system 
in order to be able to manage its sources of revenue and expenditure through 
accountable state cash management with cash planning policies. The Fund 
Withdrawal Plan (RPD) of the state ministry/institutions (K/L) spending units on 
page III of budget documents (DIPA) is one of the data sources in preparing cash 
planning. However, until now, many RPDs prepared by spending units are still 
inaccurate so that the implementation of cash planning has not been effective.  

This study aims to analyze the implementation of the RPD policy on page III of the 
DIPA of the K/L spending units within the Regional Office of DJPb South 
Kalimantan Province as well as its supporting and inhibiting factors. The method 
used is descriptive qualitative research with interview instruments, forum group 
discussions (FGD) and documentation studies.  

The results showed that the RPD policy has not been effective both in the aspects 
of understanding policy regulations, aspects of policy implementation and aspects 
of policy utilization. In the aspect of understanding policy regulations, 
communication between institutions has gone well, but in terms of utilizing the 
bureaucratic structure, the absence of Standard Operating Procedures (SOPs) has 
caused the RPD preparation mechanism at the work unit level to be quite diverse. 
Meanwhile, in the aspect of policy implementation, there are a number of obstacles, 
including: uneven internal communication to the level of activity implementers, 
ineffective coordination, limited human resource competence, RPD has not been 
the main concern of the leadership due to the absence of rewards and punishments. 
Finally, in the aspect of policy utilization, the RPD on page III of the DIPA has not 
been utilized as government liquidity management data, however, the RPD has been 
utilized as a budget absorption control tool and an evaluation material for the 
activity implementation plan for spending units.  

While the driving factors of implementation include: a strong commitment from the 
leader and the positive attitude of the spending units towards the policy and the 
support of the echelon I of the spending unit ministries through regular monitoring 
and evaluation. On the other hand, inhibiting factors of implementation include: 
limited budget support for coaching and socialization at the DJPb Regional Office 
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of South Kalimantan Province, limited and uneven competence of spending units’ 
human resources, the absence of SOPs and rewards and punishments, the influence 
of external factors outside the control of spending units such as the implementation 
of dynamic activities and policies at the central level for example blocked budgets, 
delays in fund disbursement, as well as delays in technical instructions and 
domestic product usage (TKDN) policies. 

 

Keywords: Fund Withdrawal Plan; Page III DIPA, Cash Planning 
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